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Abstrak

Problematika Media sosial sebogar wadah kampanve adaliah
hal yang penting dan harus dicermati bersama mengingat
media sosial adalah bagian yang sudah ndak terlepas dari
kehidupan Masvarakat Indonesia. Jika dilihat dan data
statistik Indonesia merupakan salah satu negara vang
terbanyak memakal sarana media sosiality sebabnya jika
Media sosial dipakai atau dalam UU No 7 tahun 2017 tentang
Pemilu Pada Pasal 275 yang menyatakan bahwa Media
sosial sebagal salah satu sarana untuk kampanye peserta
pemilu maka konsekuensinva regulasi tentang kampanye
pemilu harus distur secara jeias tentang hal tersebut.Bukan
honya sebatas pendaltaran akun media sosial yang
diperbolehkan dan berakhirnya atau ditutupnya akun
tersebul pada masa selesal xampanye. letapi febih dan itu
Masyarakat perlu mengetahul dan bisa mengakses akun
kampanye peserta pemilu tersebut secara resmi melalui
website yang menjadi sarana awal propoganda resmd dard
Pemerintah,Untuk itu peran Pemerintah dalam hal ini
Lembaga Penyvelengpara Pemilu khusunva KPU maupun
Bawaslu dan DKIP'P jika periu berkoordinasi untuk
pengaturan Kampanye Melaui media sosial berkaitan dengan




substansi maupun sccara admin vang resmi karena
kampanye Media Sosial sangat sulit dibatasi jangkauan dan
waktunya,
Kata kunci: Media Sosial, Peserta Pemilu, Regulasi, Pemilu,
Kampanye

Abstract

Problematic soctal media wse as the campaign mediunt 15 buportent
and sould be obserovd. remembering that socd media i msepvirable
from the life of Indonesun peopie. Statisncally, Indonesia & one
of the conntrivs wsing the greatest number of social media. Due
1o the importaiice of wmiass media, in the Article 275 of the Lane
No. 7 yaar 2017 regarding General Election, 1 15 statod that sociad
ntedia ts one of the medi for campaign by the general election
contestants. The people should not enly be allowed 10 know the
registration and the end of the socinl media acconnts of the
condestannts, bt also to be able to access thon through tie website
shat serpee as the preliminary wediton of the offical propaganda
of the government. As ot resuil, tie role of the govermmend,
namely the General Election Organiziug Agency {Lembagd
Penyclenggara Peniilu), especaally General Election Commission
(KPL) and General Elections Supervisory Agency (Bawnsiul
and Election Organizer Ethics Counell (DKPP) should make
ome coordination in organizing Hhe campaign vix social media

i derms of the substance or of adwinistration since e corerage

and time of campaign in media social is difficul? to restrict,

Key word: Socal Media, General Edection contestent, Regulation,

General Election, Campaigi

Pendahuluan pertama demokrasi yang bers

Demokrasi dan Pemilu mem-
punyai hubungan yang sangat
erat jika dikaitkan dengan Negara
Demokrasi, Berdasarkan pasal 1
ayat 2 UUD 1945 yang menya-
takan bahwa: “ Kedaulatan ber-
ada ditangan rakyat dan dilaksa-
nakan menurut UUD" Menjadi-
kan konsekuensinya mem-
pedulikan rakyat sebagai sumber

daulat pada rakyat, Rakyatlah
yang menjadi tokoh sentral
utama pelaksanaan penyeleng-
garaan Negara, tetapi semua
harus didasari oleh UUD, Ita
bertanda kita mengutamakan
Demokrasi tetapi tetap dalam
koridor Negara Hukum ( Pasal §
ayat 3 UUD 1945)

l Proddematika Media Soatal pebaygai Sarvane Kampanye Pemiln




sepert apa yang dikatakan
Abraham lincoln's bahwa:
et of the people,by the
and for the people™ lebin
lagi menurut pendapat
Triwulan tutik yang men-
kan bahwa: Demokrasi
2 haratiah identik dengan
ina  kedaulatan  rakvat
Bara Demokrasi adalah negara
g Sistem pemerintabannva
tannya) berada ditangan
al, Kekuasaan tertingg:
Sda dalam keputusan rakyat,
vat berkuasa, pemerintahan
vat dan kekuasaan oleh
yaL’ Di dalam Black’s Law
tlonary menvatakan bahwa:
pmOCTICY i Mt forvn of yoversient
Which the sovereign power

Bides i and 15 exercisedby the
i body of free citizens, as
finguished from a monerch,
tocracy, or oligarch. Accordmg
e twory of & pure democracy,
mery citizen should participete
srectivin Y husiness of soverning,
o the legillative assembly shoyld
gampmase the whole people. Sovereian
poirers are exercised by ail the
people oriarge number of them, or
specifically, in modern use, of
srepreseatative government where
tere s equality of rights without
heredidary or arbitary doffrences in

Andiew Heywood Politses Sk, New
Yors: Palgrave 3002, 2 &7

TTHIR trswailan Tuth Keasstroho Mubitse
Tata Negars Indimesks  Pasch Amandemn
UUD 1543, Jukartz Prveada Mesdia Group
200 b A
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rank or privilage: and ts distinuishod
from aristoccracy ™

Sedangkan Pemilu adalaly
salzh satu bagian dari implemen-
tasi dari Demokrasi (tu sendiri
“Pemilihan Umum (pemilu)
merupakan prasyaral penting
dalam negara demoktrasi. Dalam
kajian ilmu politik, sistem
pemilihan umum diartikan sebagai
kumpulan metode atau satu
pendekatan dengan mekanisme
prosedural bagl warga masya-
rakat dalam menggunakan hak
pilih mereka™ !

Pelaksanaan sistem pemily
Presiden dan wakil Presiden dan
legislatif dl Indonesia dari waktu
xewaktu mengalami perubahan
model sistem pemilu seiring
dengan tuntutan demokrasl
Indonesia yang puncaknya
adnlah pada saat pemungutan
suara. Pemungutun suara di
Indonesia dari tidak serempak
menjadi - serempak  dengan
ketentuan kelentuan vang sudah
diatur kemudian dengan model
model vang berbeda vang sudah
disesuaikan demi kemajuannva.
Untuk Pelaksanaan Pemungutan
Suara tahun 2019 khususnya
untuk Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden sudah sangat
dekat ada beberapa proses sudah

""Henry Czmphell black. Black's Law
Uetonnry 4ot ST Paud SEan Wt Pubiduing
h S5

' limly Assbiddigie, Mesegakan oiiha
provelengesrass pemilie Jakarty, Bafawal
Press, 2013

Vervmeak




dljalanl. Menurut jadwal vang
ditetapkan oleh Lembaga Penye-
lenggaraan Memilu. vaitu Komis
Peloksanaan Pemilu. yang diasa
disingkat KI'L
stidah masuk pada dua tahap

Pada saar 1

vaity: Kampanye Calon Anggota
DPR.OPD dan DPRD
pasangan calon Presiden dan

serta

wakil Presiden (23 -cptcmhm
2018 ¢/d 13 Apnii

tahap Laporan dan audit Dana

2019) seria

Kampanye (22 September 2018
s/d 2 Mei 2019) kedua tahap in
adalah tabap vang sangat Krusial
dan menjadi bagian problematik
sondirt Dimana dalam tahap
kampanye dan Tahap pelaporan
dana Kampanve ada bagias
bagian yang menjadi ranah abu
alss atau pacwm worn: vang harus
segera diatur labih lamut.
Adapun yang menjadi fokus
penulls dalam hal ini adalah
penyelenggaraan Pemilu pada
pelaksanaan Kampanye, nwnus ut
UU No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum vang biasa
disebut UU Pemilu Pada UL
Pemilu tersebut menjelaskan
bahwa Media Kampanye atau
metode kampanye mempunya
beberapa sarana salah =aty
aarananya adalah Media Sosial
vang sangat riskan dalam pelak-
sanaannya, vang bisa saja di-
gurakan pada masa vang sebelum
atan sesudah kampanye. Untuk
itu berdasarkan latar belakang

- ‘:" 4 m"lb.- .’I“ .

masalah 1 maka rumuses
masalahnva adalan Higaimam_

Mekanisme Pengaturan Hubkus

pada Metode Kampanye yang

menggunakan Media Sosial

Pada PMemilu tahun 2019

Metode Penclitian

Metode “".ﬂcl'.h.m vang d=
pakai pada penelitian ini adalss
Penelitian Hukum Normatif atas
Hukum doktrinal
hukum Doctrinal adalah penss
litian hukum yang dilakukas
menelit] bah

Penclitiam

aengan Cara
pustala dan data sekunder denges
PrOses untuk menentukan atus
hukum serta prinsip prins
haskum, maupun dokerin dokes
hukum guna menjawab |
hukum vang dibadap: den
berlandaskan pada ilmu hokes
sud

pandang tentang lapisan W

dalam arti luas dan

hukum. Menurut pendap
Anef Sidharta “cirl kKhas s
Hukum terletak pada mets
penelitiannya yaitu Meto

senelitian Normatit’

Kampanye Pemilu di Indone

Kampanye adalah sar
propoganda dalam pemil
wmum  vang bertungs: se
afang promos para Parta
Pemiiu
l_ci'gi-.uﬂll dan eksckutit 8

maupun para <a

sccara indepen atau tidak s

At S
Huekum

arie Neflebhs Temeamg
vV Me=dar Main




fungsmva adalah untuk meva-
Kinkan para permilihnya untuk
mennlih mercka sebagal peserta
Pemilu. Kampanye juga bisa
dartiban “sebuab tindakan dan
usaba vang bertujuan mendapat
pencapalan dukungan,usaha
kampanye bisa dilakubkan uleh
perorangan atau sekelompok
Drang vang lerorganisir untuk
melakukan pencapalan suatu
proses pengembaiian keputusan
didalam suatu kelompok’
Lebih lanjut kampenye atau
pamepraign dalam black’s law
dictionary menjelaskan Baliwa
Sty things und necrssary leeal anid
Sctual acts dose by o condidate awnd
Rbs adheronts to
B ity of the votes fo Ie
DI dalam UU Nomaor 15
shun 2011 tentang Penveleng-
gara Pemilu tidak dijelaskan
g sekall tentang kampanye
el sedanglan pada UU No. 42
Wahun 2008 Tentang Permlihan
Lmum
iden Pada Pasal |

ot @ wunoriiy

cast

Presiden dan wakil
ayat 22
pelaskan bahwa Kampanye
mily Presiden dan Wakil
iden, selanjutnya disebut
mpanve, adalah kegiatan
muk mevakinkan para Pemilih
RAN menawarkan visi
B program Pasangan Calon

angkan pada Pasal 1 avat 9

TTiESE,

* https wiklipedia arg
femgeal || dewrmiher 200N

B - Pesll ey ek Law
vditann
k1%

wTerary

At - A B l':tl‘“l.n
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UU 8§ Tahun 2011 Tentang
Pemilihan Ui Anggots Dewan
Perwakilan Rakyat. Dewan per-
walilan Daerah dan Dewan Per-
wakllan rakyat Daerah. Pen-
plasannya hampir sama dengan
UL NO 42 Tahun 2008 Tetapi
sidah mengaunakan kata Peserta
pemilu, sehingga Penjelasan
Kampanve menjadl Kampanye
pemilu adalah keglatan Peserta
Pemilu untuk mevakinkan para
pemilih dengan menawarkan
visi, mist dan program peserta
pemilu, Sehingga pada saat 1im
xita memaka: UL Noo 1 tahun
2017
UL yang bam yang mengkodi-

fikasikan dan Jisederhanakan
menjadl satu undang undang

tentang Pemilu, sebagal

sebagal landasan hukum bagi
Pemilihan umum serentak

| Angka 35 UU
No.7 Tahun 2017 tentang Pemily,

Pads Paxa

Kampanve adalah "kegiatan
peserta pemily atau pibak lain
vang diturguk oleh peserta penulu
untuk mevakinkan pemilih
dengan menawarkan visi mis
program dan atau citra dird

peserta pemilu. ™ Sehingga Selain

subtansial yang penting adalah

peserta pemily tetapi pihak lain
fugn bisa terlibat asalkan di-
tunjuk atau dimandatkan oleh
peserta Pemilu

Kampanye di Indonesia mem-
punvai mode! kampanye vang
bermacam macam, Sehingea dari




tahun ke tahun, pemilu, meng
alaml banyak perubahan pe:-
ubahan, Kampanye pada masa
mass sebelumnva sudah bukan
rahasia lagi blavanya sangat
mahal dan merupakan beban
ongkos politik yang harus di-
stapkan. Pada masa vang lahs pada
saat kampanye maka akan miarah
dengan wajah wajah para calon
pada spanduk spanduk, baliho
baliho, poster poster vang mems
whi hampir semua tempat dan
bidang vang kosong pada area
petkotaan, maupun pedesaan
seakan tdak adz lagt ruang dan
akipamya kemndahan kota atay
desa memadi semrawut dengan
tersebutl. Sehingga dar
KPU

merancang maupun mendesain

hal ha
tahun ke tahug mencoby
agar pelaksanaan kampanve bisa
menghemat onghos politik Maka
dibuatlah pembatasan peng
gunaan atribut kampanye, agat
bermaniant untuk penghematan
pinva biaya pasangan calon
legislatit maupun exsekutif serta
untuk menjaga estetika ling-
kungan pada masa Kampanye
Belum lagt pelaksanaan kampanyve
terbuka dan tertutup “untuk
melaksanakan kampanve ter-
buks dan tertutup ind tentunya
brava

membutuhkan vang

lumavan besar. Alokast biava

yang cukup besar adalah untuk
biava pengerahan massa Jdan
hiberan (¢

nteriainin

HODesdamya

blaya Kampanye inl men adti

salah satu beban ongkos politik
vang harus disiapkan, ™ kampanye
merupakan kuna keberhasiian
dalam menentukan kemenangan
pemilu, sebagai media komuni-
kasi politik kampanye berfungs
wrvuk ey akinkan pemilih mengenal
PTOgrAm pProgram yang akan di-
alankan oleh calon pemimpinnya
Sehingra dibutuhkan kreatifilas
dari peserta pemilu

ika dibandingkan dengan
Aturan Hokum tentang Penveleng:
garaan Pemilu pada UU No. 15
tahun 2011, UU No. 42 tabun
2008 dan UL No. 8§ Tahun 2001
Metode Kampanyvenya masih
sebatas Mertemuan terbatas, tatap
muka dan dialog, penyebaran
melalul medin cetak Jdan media
elokironik, penviaran melalul

radio dan/atau televisi, Penyes
baran bahan Kampanve kepads
gmum pemasangan alat peragh
dl tempat Kampanye dan &)
tempat lain yang ditentukan
oleh KPU, debat Pasangan
Calon tenmang materi Kampanys

Pasangan Calon, Serta kegiatas

lain yang tidak melanggar pess

aturan perue dang-undangas
Hal vang menarik adalah Pada
7 tentang Pemils

vange semakin lengkap den o

UL 7 tahun 201

masukan Media Sosial sedba

Media kampanye. Tepatmya p
Pasal 275 avat 1 bagian ¢




Kemajuan teknologi intor-
nas telah
pengubab cara berkomunikasi
sanusia Cara
ranusia balk sebagal individu

dan komunikas)
komunikas)

wupun kelompok di ranah
osial, budava, dan ekonomid tak
sriepas dari kemajuan teknologi
srsebut, tak terkecuall kancah
olitik, Media sostal menurut
lichael cross adalah sebuah
itilah yang menggambarkan
WeaAm macam tr;r‘.umgu vang
igunakan untuk mengikat
rang orang kedalam suatu
plaborast, saling bertukar (nfor
sasi dan berintoraksi melalyi isi
esan vang berbasis wob * Sedang.
an menurut Varinder Taprial
2n priva Kanwar median sosial
dalah media yang digunakan
eh individu agar menjadi sostal
[au memadi sosial secara danng
Engan cara burbagi sl berita,
Mo San fain lain dengan orang
an " Perkembangan Teknolog
ang sangat Pesat beshanding
irus dengan sosial media
lanusia adalah mahluk sosial
INERe semakin banvak jumlah
sial media vang ada, terutama
| Indonesia, Perkembangan
odia sosial yang sangat pesat i
sa terlihat dart banvaknya
miab anggota vang dimilidd oleh
pun mwdia sosial it sendin

herp N A JUD

UMY E] " MNRITT AT 1INl sowls

b e tarmast 13 Desennde

Asosiasi penvelenggara jasa
internet Indonesta (APJH) men-
catat wtidaknya jumiah peng-
guna internet i Indonesia men-
copal 143 juta tahun 2007 atau
lebih separuh dart jumlah pen-
duduk Apabila dibandingkan
dengan jumlah daftar pemilih
tetap (DPT) vang ditetapkan
pertanma kal oleh homisi Pemilihan
(KI'U) sekitar
70,47 persen dart wotal DPT

umun maka
adalah pengguna Intermet
Adapun ¢l ¢irl danl media
sosial adalah: "Pesan vang
disampaikan ndak hanya untuk
satu orang saja namun bisa ke
berbagail banyak orang contohnya
pesan melaul sms ataupun
mivrnet. Pesan vang disampal.
kan bebas tanpa harue melalui
suatu gulekeeper, Pesan vang
disampaikan cenderung lebih
cepat dibanding media lainnva
penerima pesan Vang mengns
*Dan
tercatat ada sexitar 10 ( sepuluh)
macam media sosial yang sangat
digemari atau paling banyak
digunakan penduduk & Indonesia
Faccebook, Twitter, Path

tukan waktiu interaks)”

yvaltu
Instagram, whatsApp, Line,
BBM. Youtube, Tumblr Kaskus
Dan tak jarang poara peserta
pemiiy menggunakan media

wew dhtual crm Mensnbeeg

Wi Hubars paly Lo b Ao

nitpe wwws gurspwrnBdkan. o 7T

LLA SRS L ETTREA STTTARE 1= 5 [ B hoban puda 1z

.’ .y
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kampanye inl yang umumnya
lebil khusus ditujukan kepada
generasi milenial vang umiah-
nva sangat banvak a1 Indomesia,
Tetapi seinng dengan perkem-
bangan zaman Media sosial
pukan hanva digemari oleh
kalangan Milenial saja tetapl
untuk semua kalangan Untuk
kalangan vang tidak muda lag:
reksologl internet dan pvnmkm.\r.
media sosia)l mau tidak mau
harus menggunakannya karena
alasan tuntutan pekenaan atiu-
pun dalam hai memantau ke-
seharian anak mereka sehingsa
menjadi bagian yang tidak ter
pisahkan dalam kescharnan
mereka fuga, Itu sebabnya pada
masa kampanye dl pakal oieh
Peserta pemilu untuk mem-
perikan informasi tentang
mereka minimal terkat vis) mis

dan tuiuan tujuan mercka

Kampanye Pemilu Tahun
2019 sedang berlangsung wepat
ava dimulai dari tanggal 23
September 2019-13 April 2019
Tentunyva diperiukan sejumlah
aturan vang meniadi dasar
pelaksanaan kampanye mediz
sosial, karena melihat dard cini
G media sosial, sethap orang
atau siapa saia bisa mempunyal
saty akun dan beberapa akun
dan penggunanyvapun tanpa
hatas, dan tanpa dibatasi oleh

waktu tentunya sedangkan

pada Kampanye Pemilu, Masa

kampanye ditatast oleh wakis
Berdssarkan Regulasi Pemils
yang meny ebutkan bahwa medss
sasial adalah sebagal alat untul
kampanve vaitu Pada Pasal
375 avat 1 huruf E UL No. T
Tahun 2017 Tentang Pomilsn
vang sebelumnya di dalam Pacsl
267 menyatakan bahwa Kampanye
pemilu merupakan bagian dant
pendidikan politik masvarakss
Aany dilaksanakan secara bettangs
gungiawab dan dalam pelakss
annva dengan ketentuan
lakukan secara serentak  antaes
kampanye pemilu Presiden &
wakil prestden dengan Kampan
anggota DPR.DPR DPFD d=
DPRD, menurit peniilis inl mes
pakan konsekuenst vang san
besar dan hans diserta peratu
vang sangat mendetail/ ats
;.mq,‘m;r.:nndmu*htxmmyah.\ ‘
benar benar tentang pelaksa
kampanve dengan media sos
fika kits simak UL Permilu yas
baru ini pada bab VIl yang
bahas tentang Kampanye Pe
hanva menyebutsan sala .
sosial adalah salah satu ( 1) d
sembilan (9] jenis metos
Kampanye i Pasal 275 aval
huruf ¢ adapun kesembil
kampanye tersebut adalah: Ve
remuan terbatas, Pertema
tatap muka, Penyebaran ba
Kampanye pemilu kepadau
Pemasangan alat peraga di temg
gmum. ikian media massa o
rapat umum, debat pasan

Nawpanyr b

»

(MNTIN




B Aetenituan lan yvang hdak

PR larangan kampanye

iy dan ketentuan peraturan

adang-undangan
Cntuk Metod

ngan alat peraga i tempat

.\..lmpun\ Lo

iklan media massa cetak

b debat pasangan calon ketig:

e Kamparnve ind difasilitasi
P dan dapat didanai oleh
BN
patas Pertemuan tatap muka

sedangkan Pertemuan

Febaran bahan kampanye
Y h'p.l.!x umum dan
alat

masangan peraga i

dilabsanakan sk

L I
£ harl setelabh didaftarkan

etap anggota legislatif

calon Presiden Untuk

e Kampanve Tklan Media
B citak dan rapat umum
uannyo adalah dilaksa-
e selama 211 harl sampas
M masa tenang. dan poda
sangan calon dilaksmakan
1 kall. Sehingea

Mampas

. -

Bl pasal 276 dan pasal 2

elanjutan perielasan metods
panye (pasal 275) dipasal 2764
Pasal 277 tidak sama sekall
a5 lebih lanjut tentang
Ralan metode kampanve
2080 Tersebut
Perihal Metode Kampanve
22 Sosial dijelaskan |ebih
E pada Pasal 291, Pasal 292
pasal 23 dan tupun hanya
an fentang pemberitaan

ran dan iklan kampanye

L HUKUM KENT

yang substansi isinya sudah
diatur tidak boleh melangar
stenituan }‘Jdol ‘m,s.l: 25 yvang
lebeh pada substanst pemberitaan
yang keutuhas
NKRI

Dasar Negara Pancasila, Pom-

mengancam

seperti mnmpc-sn.,.i. 1)

pukaan UUD 1945 unsur sara,
menghasul dan mengadu domba
SUKU, agama, perorangan dan
masyarakat, merusak alat peraga
dan hal hal vang mengangiu

hetertiBan umum. Nemudian
pada pasal pasal 291,202 dan
pasal 293 UU Pemilu

Pasal 292 memiedashan bahwa
Mtia massa cetak, media daring
ek sosial dan lemnbsass penviaran
Jilarang merjual Mocking segmend
aan Mooty fome untuk kampanye

~

pemilu pada pasal 292 inj
Kemudian pada Pasal 292
menyataikan bahwa media massa

cetak, media danng. media sosial

avat }

embaga punyiaran dan peserta
pemilu dilarang menjual spot
Klan

rleh salah satu preserta P il

vang tidak dimanfaatkan

kepada peserta Pemillu vang kain
Dart baglan baglan pasal diatas
terlibat jelas Pasal pasal tersebul
hanyva memiokuskan kepada
media cetak atau lembaga
Penviaran saj. Sementara tontang
Batas Waktu untuk Media sosial
sama sekall tidak diatur dengan
clas pada masa

» .3[71}'."]'- T Gl

visakaly dibatas: sementars




Media sosial tidak bisa di-
batast oleh waktu kapanpun
lentunya periu penganiran me-
dia sosialnya dan siapa saja yang
bisa memiliki akun resminya dan
harus didaftarkan sebagal mediz
sosial resmi atau akun resmi
peserta pemily yang berkam-
panye. Untuk batas w aktunva
Pada peraturan diatas tertulls
bahwa batas waktu untuk media
sosial hanva tentang iklan
kampanye yang di batasi 21
hari bersama dengan metode
kampanye (klan media masa
selanmmya dalam UU pemilu tm
tidak mengatur secara detall atau
sangat minim pengaturan tentang
media sosial padahal kita tahu
sangat banvak warga masyarakat
yang menggunakan media sosial

Pengaturan Media Sosial
yang sangat minim di Uy m
sehingga diperlukan penganiran
lagi lebih Janjut oleh peraturan
peraturan dibawahnya yang
dibuat oleh lembaga penyelerg:
gara pemilu yang lebil ber-
kampeten, hanya sala pembuatan
aturan tersebut bisa dikatakan
agak teriambat karena proses

Kampanye sudah berlangsung

kemudian peraturan itu terbit

Peraturan tentang Media
soslal sebagal alat atau metode
Kampanye meskipun agak ter
lambat diatur pada Peraturan
Komis: pemilihan Umum, tepat:
nva Pada PKPU No. 23 Tahun

2018 tentang Kampanye Pemilu.
PKPU tersebut di tetapkan pada
Tanggal 18 juli 2018 oleh Ketua
Arief Budiman dan diundangkan
pada tanggal 26 Juli 2018 oleh
Dirien Peraturan Perundang
undangan kementerian Hukum
dan HAM, sebenamyva Peraturan
kampanye ni bisa dikatakan
agak terlambat mengingat mass
kampanye tinggal satu bulan
lebih setak ditetapkan peraturan
i1ii. Peraturan inl hanva mengatas
beberapa hal vang paling fokus
adalah hanva pada Pasal 35 ayal
2 PKPU No.23 Tahun 2015 yang
menvatakan bahwa Akun Medis
Sosial yang bisa dipakal dalass
menyalurkan kampanye paling
banyak 10 (sepuluh) akun untulk
setiap jenis aplikast, Kemudian
desain dan matert Media Sosiss
sehagaimana vang dimaksud
paling sedikit memuat visi nue
dan program peserta Pemilu. &
sasal berikutnya mengals
fentang wajib lapor terse
paling lambat adalah se
sebelum masa kampan
Kemudian Akun tersebul hass
waflb ditutup pada hari ter ha
Padahal ada beberapa hal ¥
berkaitan dengan substansi ¥
harus diatur secara jelas &
hanva persoalan didatiar
batasan akun dan ditutup kg
akun tersebut, Karena mengi
media sosial adalah sarana )
sangat cepat terhubung

?ulk}'.ll dan bisa segera

‘.'"."' i4n

Frwiia




oleh rakyat dimanapun
sehungga konten konten
@t Pemilu ndak menjadi
pcah bangsa,
tika vang terputus
lah ! atau menjad)
merm dalam pelaksanaan-
lah KPL

wadah sosialisas: yang

Narus mem-

masyarakat blsa meng-
dengan cepat, dan KPL
menjadi pion atau pilot

B utama untuk mengawal
ve Media Sosial. menjadi
bllaksana jika akun akun

: fersedbut bukan hanva
pmkan pada media televis
Radio tetaps terlink pada
e KPU kalau perlu jugas
Website Bawaslu dan DKPP
R kita aman pada website
Fdan jika dibuka websitenya
sexolom Menun semestinya
Rita mengakses pada bagian

B Peserta pemilu atau menu
ppanye disitu kita bisa men-
informasi vang jelas
kKongret tenitang akun akun
saja vang sudah didaftor
gan menjadi corong dari
pemilu pada pelaksanaan
ppanye media sosial, Tetap
pertinya 1tu belum tervalisas:
i menjadi sangat penting
ingga dalam pertanggung-
abannya pun bisa dengan
h dan terorganisic. Kemudian
aturan vang mengatur jika
ten di media sosial tersebut

ﬂ ANAL HUKUAMN RENEGARAAN, Proddmsanta Powiw Serentak -

apa bisa dilakukan oleh orang
luar atau diluar tim kampanye
Dan batasan batasan diluar jadwal
kampanye serta pelanggaran
hetentuan kampanye.

Penutup

Masa kampanye adalah masa
pertarungan ide para poserta
kampanye, pada masa-masa
vang lalu masa kampanye selaly
ditdentik dengan pesta demokrast
dan tak jarang fadi ajang bagi bagl
uang, namun kall ini selring
dongan kedewasaan demokras)
negara kita. Masa Kampanye
sudah semakan di Desain dengan
beretika dan berintelektual
Dengan seperangkat aturan yang
dikodifikasikan, maka kampanye
sokarang meniadi semakin cerdas
dan berwibawa, hanya saja ada
beberapa kokurangan kekurangan
dan menjadi kekosongan aturan
hukum, ketika subyek sarana
xampanye sudah di wajibkan
atau diperbolehkan dipakai teraps
aturan pelaksanaan dilapangan
kurang memadai, sehingga ter-
cipta problematik tersendin baik
bagl Peserta Pemilu, penve-
lenggara dan Masyarakat,

Kampanye Pemilu Tabun
2019 sedang berlangsung, tepat-
nya dimulai darl tanggal 23
September 2019-13 April 2019,
Tentunva diperiukan sejumlah
aturan aturan yang menjad]
dasar peloksanaan kampanye
media sosial. karena melthat dan




cith ciri media sosial, setiap orang
atay siapa saja bisa mempunya
saty akun dan beberapa akun
dan penggunaanyapun tanpd
batas. dan tanpa dibatasi oleh
waktu tenmunya, seda wwkan
pada Rampanye Pemilu, Masa
hampanye dibatasi oleh waktu
Berdasarkan Regulasi Pemilu
yang menyebutian Bahwa media
wosial adalah sebagal alat u e
kampanye vaitu Pada "asal 275
avat 1 hurul EUL No 7 Tahun
1T Tentang Pemilu, yang
sebelumnyva didalam Pasal 267
menyatakan banwa Kampanye
pemilu merupakan bagian dari
pendidikan politih masvarakat

dan dilaksanakan secars bertang-

gungjawab dan dalam pelaksana-

annve dengan ketentuan odi-
skukar secara serentak antara
kampanye pemilu Presiden dat
wakil presiden dengan Kampanye
angeota DPRDPRA WD dan DFRD

Media Sosial mempunyal
Pesan vang disampaikan tidak
hanva untuk satu OTANE 44
pamun bisa keberbaga banyak
orang contohnya pesan melaud
sms ataupun intermed, Pesan vang
disampaixan bebas tappa harus
melalul suaty gatekeeper Pesan
yang disampaikan cenderuny
lebih cepat dibanding media
ainnya penenma pesan yang

menentukan wWakmn interakst

R tals o A TR

puds = wal b

Dan tercatat ada sekitar 10
sepuluh) macam media sosial
vang sangat digemar atay paling
manvak digunakan senduduk &
Indonesia yaitus Faccebook
Twitter, Path, Inssagram whalsApe,
Line, BBM Tumbiz,
Kaskus

Youtube

Ity sebabnya pada mass
kampanye d r.\LJ. Aleh Peserts
pemilu untuk memberikan

nformasi tentang mereks
minimal terkait visi misi dan
tujuan tujuan mercka harus
diperienghap dengan regulas
atay aturan aturan serta ke
masvarakat yang insa dipertangs
gungiawabkan

Media sirsial adalah medss
pembelajaran politik vang paling
handal pada saat MU
kampanye, Media wosial ram
menembus waktu kapanpen
dimanapun masyarakat In
NESTA METIEARSSTTY A dan lontusy
sarana sangat efoktil un
Poserta "(-n‘.‘.h memprog
wandakan tentunva hal ind 3N
implementasinva harus dis
dengan cermat oleh lem
resml penyelenggara Pem
woeerti KI'U atau Bawaslu §
DKI'P

1ika dalam aturan pelaks
anrwva sehan setelah Pendats
Pesetta Pemnilu, Peserta Pes
harus mendartarkan akun
sosialnya maka harus &

sengumuman oleh KI'LU Sepe




asyarakat. Bahwa akun media
Mlal yang mana saja vang
pakan akun vang resmi,
lu ada sosialisasi kepada
syarakat tentang akun akun
ut.masvarakat juga harus
mjadi peneliti vang aketif
Ehadap akun akun tersebut jika
0 tersebut memuat hal hal
hg negatif bisa ada link yang
aprung ke KPU, Kemudian
g akun tersebut harus dicatas-
dalam salah satu Menu
ppanye Permnilu dalam website
PU disertai aturan hukum
2ia sosialnva, baik apakah
ptuk akun itu dalam bentuk
I NAMA Organisas: parta
¥ akun yang mengatas
pkan pribadi.

KPU sebelum kampanye
tinya mewartakan atau
mumkan kepada masya-

Bt mana sajakah akun resmi

hg mengikuti

Kampanye
ngga diluar akun akun
but masyarakat jangan
Bty percaya informasi yang
arkan Akun tersebut harus
gisvaratkan foto profil vang

B9 vang sudah ditentukan
ngea diluar akun tersebut
ah bukan akun resmi
pudian bagaimana jika akun

t dikelola oleh orang vang
upakan bagian dari tim
anye, substansi konten
ppanye dan sebagainya
imanas sanksinya jika ada

BNAL HUKUM KENEGARAAN: Probbimutibe Powide Sernutad -

vang melangar kaidah kaidah
tersebut. Sebagal Lembaga
penyelenggara kampanye jika
perluy KPU, Bawaslu dan DKPP
harus mempunyal kerjasama
penvedia aplikasi konten media
sosial pada saat kampanye.
Untuk ity dibutuhkan peng-
aturan yang lebih terinci lagi
sehingga dengan pemakaian
Media sosial secara cermat dan
cerdas tanpa Kampanye hitam
bisa terlaksana untuk mem-
bangun kecerdasan berdemo-

krasi Bangsa.
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